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PUTUSAN

Nomor 256/Pdt.G/2014/PA.Tlg.
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai
Gugat antara:
Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan
ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Jorok Tiram I,
Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten
Sumbawa  Barat; selanjutnya disebut  sebagai
“Penggugat’;
melawan
Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani,
tempat tinggal di Dusun Jorok Tiram, Desa Batu Putih,
Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat,
selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”;
= Pengadilan Agama tersebut diatas;
= Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

= Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 29
September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang
dengan Register Perkara Nomor 256/Pdt.G/2014/PA.Tlg., pada tanggal 29
September 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
DALAM POSITA
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1. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2008, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, tanggal 09 Juni 2008;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal
di rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di Dusun Jorok Tiram,
Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang
anak (P), umur 6 tahun;

4. Bahwa sejak Juni 2009, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara
Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk
dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

e Tergugat sering memukul Penggugat;

e Tergugat sering minum minuman keras;

e Tergugat tidak mau mendengar nasehat Penggugat;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat tersebut terjadi September 2014, yang akbatnya antara
Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 bulan, yang
meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujan
perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, oleh karena itu agar masing-
masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka
perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk
menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh keluarga Penggugat dan

Tergugat, juga dari RT setempat, akan tetapi tidak berhasil;
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8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan
Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR
Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus
menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak
datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai
wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Taliwang
sesuai Relas Panggilan Nomor 256/Pdt.G/2014/PA.Tlg., pada tanggal 04
November dan tanggal 12 November 2014 dan ternyata ketidakhadiran
Tergugat tersebut tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa Mejelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati
Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan
Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo mediasi tidak layak
dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat,
isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat

tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;
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Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 140/26/BP/
X/2014 tanggal 27 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh kepala Desa Batu
Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, diberi tanda P.1.

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 212/22/V1/2008 tanggal 09 Juni 2008
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang,
Kabupaten Sumbawa Barat, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya,
diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti Surat, juga
menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni: Saksi | dan Saksi Il, saksi-saksi mana
di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang saling
mendukung dan bersesuaian satu sama lain pada pokoknya adalah sebagai
berikut:

= Para saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri
yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 1 orang anak, saksi
adalah adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, dan juga
sebagai Ketua RT dan Kepala Dusun setempat;

= Para saksi mengetahui bahwa setelah menikah Penggugat dan
Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

= Para saksi mengetahui bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi
perselisihan yang disebabkan Tergugat sering minum minuman
keras sampai mabuk, Tergugat suka memukul Penggugat saat
mabuk dan bertengkar;

= Para saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat
telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, Tergugat yang
meninggalkan kediaman bersama;

= Para saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah

diupayakan damai oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun
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tidak berhasil, bahkan orang tua Tergugat telah menyerahkan
atau mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas,
Penggugat membenarkan semuanya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar
tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulan lisannya tetap dengan
dalil gugatannya dan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon
Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala
hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan

dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat
adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak
datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai
wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Taliwang
sesuai Relaas Panggilan Nomor 256/Pdt.G/2014/PA.Tlg., pada tanggal 04
November dan tanggal 12 November 2014 dan ternyata ketidakhadiran
Tergugat tersebut tanpa alasan yang jelas, sehingga Tergugat harus dinyatakan
tidak hadir di persidangan;
Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat
dilakukan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun Majelis

Hakim tetap berusaha maksimal menasehati Penggugat agar hidup rukun
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kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan
bahwa rumah tangganya sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan yang terus menerus
yang disebabkan Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat sering
memukul Penggugat dan Tergugat tidak mau mendengar nasehat Penggugat,
dan pula telah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak
berhasil, sehingga Penggugat merasa menderita lahir bathin dan merasa pula
bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak
pula menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga menurut fiksi hukum
Tergugat harus dianggap tidak membantah dan tidak membela hak-haknya,
akan tetapi oleh karena perkara a quo adalah perkara perceraian, sejalan
dengan penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang
menganut prinsip mempersulit perceraian, dan penjelasan Pasal 27 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim berpendapat
Penggugat perlu dibebani waijib bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dijadikan alasan pokok dalam
gugatan ini adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus
menerus sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI maka sesuai dengan ketentuan
pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut perlu didengar keterangan pihak
keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan hal-
hal sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah menikah

secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ?
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2. Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang
terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi ?
3. Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal ?
Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-daliinya Penggugat telah
mengajukan bukti surat yang telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga
dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta
Autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat
dan sempurna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah warga
negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/
bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang dan lagi pula
perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan sebagaimana yang
dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu Majelis
Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan
Agama Taliwang sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 4 ayat (1), pasal 49
ayat 1 huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989
tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan Akta
Autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat
dan sempurna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan
Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah, baik
menurut Hukum Islam  maupun Perundang-undangan yang berlaku,
sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9
tahun 1975 Jo. Pasal 4 dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut,
Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana di bawah

sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya
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menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat,
keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling
mendukung dan saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat
bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil
dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai
kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan maka
telah ditemukan fakta yang menunjukan adanya keretakan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat adalah:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 sudah tidak
harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang
disebabkan Tergugat sering minum minuman keras dan Tergugat suka
memukul Penggugat saat mabuk dan bertengkar;

2. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 bulan,
Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;

3. Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh saksi dan keluarga, namun
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terlihat
indikasi kuat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rapuh
dan pecah dimana telah berulang kali diupayakan damai oleh keluarga, namun
tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka patut
diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan
kekal serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 undang-
undang nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat
tercapai oleh kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa
keutuhan rumah tangga keduanya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk

mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi
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atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar
dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari
siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga
kedua belah pihak, sebab kalaupun hal tersebut ditemukan di persidangan
namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat
menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga kedua belah pihak benar-benar
sudah retak dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecabh;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada
hubungan fisik dan materi, akan tetapi lebih menitikberatkan pada ikatan bathin
atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari
sebagaimana yang ditekankan oleh Allah STW dalam QS. Ar Rum Ayat 21
berbunyi :

Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu
rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir’.

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak
sudah tidak ada lagi ikatan bathin/ikatan jiwa adalah ditandai dengan pisah
tempat tinggal selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga dan
Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan, namun tidak membuahkan
hasil atau dengan kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat untuk
memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat, itu juga pertanda bahwa
ikatan bathin/ikatan jiwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian
rupa sifatnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika rumah tangga kedua
belah pihak tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan

diperoleh, melainkan beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan
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dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil
dan bijaksana untuk dijadikan jalan keluar;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka
perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan
Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah
tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan
menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun
akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-
katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974
menyebutkan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan
bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri” Jo
pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f
Kompilasi Hukum Islam, juga menyebutkan bahwa “antara suami isteri terus
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan
hidup rukun kembali dalam rumah tangga”,

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas
lalu dihubungkan dengan pasal-pasal dan juga firman Allah SWT. sebagaimana
telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Penggugat yang memohon kepada
Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap
Penggugat telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan
oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek
sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI
Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 28/TUADA-AG/X/2023 tanggal 22
Oktober 2023, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama
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Taliwang untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum
Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang Wilayahnya
meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk
didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk
sengketa dibidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara
ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan
Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang
berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut,
tidak hadir di persidangan;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

3. Menjatuhkan thalak satu ba’in sughra Tergugat terhadap
Penggugat;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk
mengirimkan Salinan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang
wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan
dilangsungkan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan
untuk itu;

5. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp.

311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);
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Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim pada hari ini Selasa, tanggal 18 November 2014 Masehi bertepatan
dengan tanggal 25 Muharram 1436 Hijriah oleh kami Drs. SIDDIKI, MH.
sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh RUFAIDAH IDRIS, SHI. dan M.
ZARKASI AHMADI, SH. masing-masing sebagai Anggota Majelis. Putusan
mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk
umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis dan dibantu
oleh HERMAN, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. SIDDIKI, MH.

ANGGOTA MAJELIS, ANGGOTA MAJELIS,
RUFAIDAH IDRIS, SHI. M. ZARKASI AHMADI, SH.
TTD

PANITERA PENGGANTI,

HERMAN, SH
Perincian Biaya Perkara :
1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Proses Rp. 60.000,-
3. Panggilan Rp. 210.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000.-
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Jumlah Rp. 311.000,-

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)
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